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Setoran Besar, Nunggu Bertahun-tahun

Pengelolaan Dana Hajl
Periu Pengawasan Ketat

Badan Legislasi (Baleg) DPR mendorong transparansi
dalam pengelolaan dana haji. Dana umat yang begitu
besar itu harus dikelola dengan penuh tanggung
jawab agar manfaatnya dirasakan para jemaah.

ANGGOTA Baleg DPR Ant

Rahman mengatakan, pengelola-
an dana hajr wapb dipelotocr.
Koms Y11 DPR duminta me-
matnkan peran sentral agar
transparanst dan akuntabiitas
bisa diwujudkan secara nvata.

“Penggunaan dana haji harus
transparan, karena ini dana umat
vang harus juga kembal kepada
bagaimana kita mensejahterakan
umat, terutama jemaah-jemaah
By, ka And dalam Rapat Pleno
Baleg terkart RUU Pengelolaan
Keuangan Haj, 41 Kompleks
Parlemen, Senavan, Jakarta, Rabu
(51142025),

Pengelolaan dana haj yang
transparan selaras denpan per-
soalan waitng list vang pan-

Jang. Para calon jemaah sudah

menunggu bertahun-tahun dan
berkorban besar untuk menuna-
kan tbadah hay, sehingga penge-
lolaan dananya harus benar-benas
bisa dipertanggungawabkan,
“Pengorbanan masvarakat

kit wont untuk berhiay sangat luar
buasa dan kit harus memberikan
kenvamanan untuk jamaah bajt
ke depannya,” ujarnva.

Karena itu, Anf” mendorong
agar pengelolaan dana haj di-
lakukan secaraterbuka dan dapat
diakses publik. Transparansi
i penting agar tidak muncul
kecurizaan dan dang umat tidak
disalahgunakan.

"Bagaimana mefeawas rans-
parans! yang ada di Badan Pengze-
lola Keuangan Hap (BPKH),

Jangan sampat digunakan uniuk

hal-hal vang memang udak ada
katannya dengan hap,” tegas
legislator Fraks Pamat NasDem
Hiis

lerkait BPRH, Anggota Baleg
DPR Ahmad Irawan menyoron
aspek kelembagzaan institus
tersebut. Dalam dral” RUU 1,
BPEH disebut sebagar badan hu-
kum publik. Yang jadi pertanva-
an, kepada siapa BPRH bertang-
aung jawab. Apakah kepada

Mentet! atau kepada Presiden.

[ha menilal, pelu kejelasan
dalam batas kewenanzaan BPRH.
Karena lembaga itu bisa melaku-
kan tindakan hukum perdata,
padahal umumnya hal i hanva
dilakukan badan hukum privat.
“Tapi di it kita membangun
saiu konsep vang bisa melaku-
kan perbuatan hukum privat,”
Jelasmya,

lrawan menambahkan, tren
pernbentukan lembaga-lembaga
vang dibentuk UL di Juar struk-
tur pemerintahan {eksekutif,
legislatif, vudikauf) atau sul
eeneris menmang sedang berkem-

bang, Namun, status “utipan
yamaah” atas dama hap perlu di-
perjelas agar tdak menimbulkan
restko hukuwm dikemudian har.
“In mana-mang, namanya -
pan; kalau berkurang isa diang-
gap penagelapan,” tandasnya.
Dia juga mengingatkan, in-
vestast dana ha harus dilakukan
secara hati-hat dengan per-
hitungan matang atas wakiu
pengembalian modal. Jika -
vestast langsung membangun
Kampung Haji, maka harus

diketahu, berapa fama return of

v esiment.

“langan sampal anak-anak
usaha BPKH justru gemik bia-
va, sementara sumber Keuangan
vital untuk penyelengearaan haj
tdak bisa kembali dalam wakiu
cepat,” tegas anggoia Fraks:
Partar Golkar 1w,

Anggota Baleg sekaligus Wa-
kil Betua komis) VLT DPR Abi-
din Fikre menyvebut, perubahan
atas ULl Nomor 34 Tabun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan
Fiayr memang sudah mendesak.
Menurutova, BFRH belum opti-
il dalam menjalankan tugas
dan fungsinva, Khususova dalam
mengoptimalkan nila mantaat

bagt para jemaah.

“Termasuk dalam mekanisme
distribust mlan manfiat bagi para
Jemaah vang diangeap tidak
memenuht unsur keadilan dan
proporsionalitas,” ujarnya.

Abidin menjelaskan, dana
yang dikelola BPKH herasal
darl setoran masvarakal vang
mendattar untuk berhay. Dana
itu tdak hanya dunvestasikan
dalam sukuk, tap juga melalw
Investast langsung yang seharus-
nya bisa membert dampak ovata
hagt efisiensi biaya hag.

Dia menjelaskan, ada sejum-
lah 1su krusial dalam RUL e
Mular dar pengaturan setoran
angsuran Biava Perjalanan [ba-
dal Hayr (Bib), proporsiona-
Inas distribust mlar mantaat,
Tingga pembentukan anak usaha
BPKH yang diawasi DPE.

Dha berharap, denpan penvem-
purnaan regulasy, tata kelola
Keuangan hap bisa lebib adil,
transparan, dan membawa man-
{aat leuh besar bag umat. “kita
ingin pengelolaan dana hayp
it betul-betul wansparan, ber-
keadilan, dan berpihak pada ke-
pentingan jemaah haj,” pungkas
pohitikas PDIP itu. meye
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